MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04 /PMK.07/2011

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi  Keuangan
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian
Informasi Keuangan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi
Keuangan Daerah, perlu mengatur kembali tata cara
penyampaian Informasi Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

2. Keputusan Presiden Nomor 56/ Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
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BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengar:

1.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,
dann perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan  negara yang  disetujui oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana
yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah.
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Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas
Pembantuan.

Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat IKD,
adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan
daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem
Informasi Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
GIKD, adalah " suatu  sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data terkait lainnya
menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah.

BABII
TATA CARA PENYAMPAIAN IKD
Pasal 2

IKD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

mencakup:
a. APBD;
b.  Perubahan APBD;
¢.  Laporan Realisasi APBD Semester I;
d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, terdiri dari:
1)  Realisasi APBD;
2)  Neraca;
3) Laporan Arus Kas; dan
4) Catatan atas Laporan Keuangan;
e.  Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
t. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
g Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas
fiskal daerah.
Pasal 3
(1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh

Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri.
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(2) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula
disampaikan Pemerintah Daerah kepada menteri teknis terkait
sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan SIKD secara nasional, IKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemerintah
Daerah ~ kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.
Pasal 5

(1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d disampaikan dalam softcopy dan hardcopy.

(2) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. APBD/Perubahan APBD/Realisasi APBD; dan
b.  Realisasi APBD Semester I.

(3) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran [ yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Keuangan.

(4) Hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

8. Ringkasan Pendapatan Pemerintah Provinsi Berdasar
Rincian Objek; '

b. Ringkasan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota
Berdasar Rincian Objek;

¢.  Ringkasan Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota Per Fungsi,
Urusan, Organisasi, dan Jenis;

d.  Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung;

e.  Ringkasan Pembiayaan;

f.  Daftar Pinjaman;

g.  Ringkasan Realisasi APBD Semester I;

h. Neraca Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
i. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi;

i. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota;

k. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga Provinsi/Kabupaten/
Kota; dan

L. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan  Golongan
dan Jabatan.
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Hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan .dari Peraturan
Menteri Keuangan.

Bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e dan huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
disampaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

Softcopy dan hardcopy APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah
tentang APBD.

Softcopy dan hardcopy Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b disampaikan beserta salinan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD.

Softcopy dan hardcopy Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 2 huruf d
disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah mengenai
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Batas waktu penyampaian APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a paling lambat tanggal 31 Januari tahun
anggaran yang bersangkutan.

Batas waktu penyampaian Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling lambat 30 hari setelah
ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.

Batas waktu penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ paling lambat
tanggal 30 Juli tahun berjalan.

Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

Batas waktu penyampaian informasi mengenai Dana
Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dan Laporan
Keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e dan huruf f paling lambat tanggal 31 Agustus

tahun berjalan.
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Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf g paling lambat sesuai permintaan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III
PENGENAAN SANKSI

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan
memberikan peringatan tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah
tanggal batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan [KD dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan
sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

@)
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Pasal 10

Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan
setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DAU bulan
berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya [KD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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Pasal 11

Untuk Daerah yang tidak mendapatkan DAU, penetapan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah DBH Pajak Penghasilan
yang akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan. ‘

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH Pajak
Penghasilan tahap berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  sampai  dengan  disampaikannya  IKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

h Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan [KD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan
menetapkan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.

Jumlah Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya
sebagai akibat dari pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disalurkan pada bulan
berikutnya setelah tanggal pencabutan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
dicabut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana
Perimbangan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun
anggaran berakhir,

Pengenaan sanksi penundaan Dana Perimbangan diberlakukan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri keuangan ini berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2006 tentang Tata Cara
Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pen undangan
P 8

Agar setlap orang
empatannya dalam

Peraturan Menteri Keuangan ini dengan pen
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga' 10 Januari 2011

.~ MENTERI KEUANGAN,

ttd,

Diundanglan di Jakarta AGUS D.W. MARTOWARDOJO
pada langgal 10 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAIC ASAS] MANUSIA,
ted.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
—""i’.“’-’ri.\'




. LAMPTRAN &
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR, 06 ¢ PMEKL 07/ 2011 TENTANG
TATA CARA PENYAMP ALAN INFORMAS!
KEUANGAN DHERAH
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PROVINSY/ KABUPATEN/ KOTA ...

FORMAT SOFTCOPY APBD/! PERUBAHAN APBD/ REALISASI ATBD
TAHUN ANGGARAN ...

Tahun Jenis
lapoman

i Kode Ju
e o | D - n s -- i

ungsi Kelompok | Kode Jen Jenis N o Repi
Daersh 1 Provinsi | Daerah | Fungsi Fungst | {rugan Kelompok P Objek Rincian iah)

l -—-———-— .

i

Tahun

Jeris Laporan
Tipe Duarah
Narmna Provinsi
Nama Daerah
Kode Fungsi
Fungsi

Tipe Urusan
Kode Urusan
Urusan

SKPD

Prognm
Kegiatan

Kode Akun
Alun

Kode Kelompok
Kelompok
Kode Jenis
Jends

Kode Obiek
Objex

Kode Rincian Objek
Rincian Oljek
Jurmah

: Diisi dengan tahun hporan

: Anggaran / Perubahan/ Realisasi
. Prov / Kab. / Kota

: Diisi dengan nama provinsi

: Diisi dengan natma daersh

: Dissi dengan kode fungsi

: Diisi dengan fungsi pemerintahan di daerah

i dengan tipe urusan (Wajib / Piihan)

; Diisi dengan kode urusan

: Diisi dengan urusan pemerintahan di daerah
: Diisi dengan nama orgurisasi

; Diisi dengan progmm

: Diisi dengan kegiatan

. Kode akun pend belanja & pembi

P Y

: Pendapatan / Belarja / Pembiayaan

: Knde kelompok pendapatan, belanja & pernbiaysan
: Kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan

: Kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan

: Jenis pendapatan, belanjs & pembiayaan

- Kode objek pendapatan, belanja & pembiayaan

: Objek pendapatan. belanja & pembiayaan

. Kode rincian objek pendapatan, belarya & pembiayaan

: Rincian objek pendapatan, belanja & pembiayaan
- Diisi dengan jumlah dalam rupiah
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PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
FORMAT SOFTCOPY LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN ...
Jenis Tipe Nama Nama Kode - . jumlah
k | Kod .
Tahun Laporan | Daerah Provinsi Daerah Kode Alun Akun Kelompok Kelompo ode Jenis Jenis (Rupiah)
|
Tahun : Diisi deﬁgan tahun laporan
Jenis Laporan : Semester [
Tipe Daerah : Prov / Kab. / Kota
Nama Provinsi : Diisi dengan nama provinsi
Nama Daerah : Diisi dengan nama daerah
Kode Akun : Kode alcun pendapatan, belanja & pembiayaan
Akun : Pendapatan / Belanja / Pembiayaan
Kode Kelompok : Kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
Kelompok : Kelompok pendapatan, belarja & pembiayaan
Kode Jenis : Kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan
Jenis : Jenis pendapatan, belanja & pembiayaan
=Rjisi dengan jumlah dalam rupiah
MENTERI KEUANGAN
ud

- AGUS D.W.MARTOWARDOIO
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PEMERINTAH PROVINSI ...

APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PENDAPATAN BERDASAR RINCIAN OBJEK

TAHUN ANGGARAN ...

LAMPIRAN 1}

PERATURA| MENTER! KEUANGAN
NOMOR () 4 /PMi07/2011  TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

(dalam rupiah)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
(NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bersmator

01 |Pajak Kend:

(selain afat berat dan kendsraan di air)

Fajak Alst Berat/ Besar

[0 [Pafek Kend

di Air

Bea Balik Nasu Xend:

[ r (selain alat berat dan kend:

diain)

01 [Bea Balik Nama Kend

Ben Balik Nama Alat Berat/ Besar
di Air

Bea Balik Nama Kend

Pajak Bahan Bakar Kend:

Pajak Alr P

-.Ai;ana.‘u.-]-—]

S [t =[] =] = =

s e e S ] ==

Pajak Rakok

Retribus! Daerah

Retribusi Jasa Unum

01 [Retribusl Pelay Wasahat

X Y

7] Pelayanan F
/00 [Retibust Penggantian Bia
! =

2 Cetak Karhi Tanda Frnduduk dan Akta Catatan Sipil

b Mayst

01

Fackir 31 Tegh sl Ui

04
05 {Raivibusd Pelayas

06 |Retrfbust Pelayanan Fasar

07 [Ratribusi Pengujian Kendarsan Bermotor

Alat P d:

Webalk

08 F
3 [Retribusi Penggantian Bisya Cetsk Pela

Kakus

10 [Retribusi Peny dan/atay Penyed

11 |Retribusi Pengolahan Limbeh Cair

12 |Rebibusi Pelayanan Ters/Ters Ulang

13 Retribusi Pelayanan Pendidiksn

14 |Retribusi P dalian Menars Telek

NI DRNERRNRIL DR
BT ol [ e e | == [ [ =] = = | =

BRI RG] e] Wl R Rt R % | 1

15 |...dst. (Retribusi Jasa Umum Lainnya/Tambehan)

Retribusi Jasa Usaha

01 [Retrfbusi Pemal Kek Daersh

02 |Retribusi Pasar Grosir d.\}-llu Pertokoan

Retribusi Tempat Pelelangan

a3
04 |Retribusi Terminal

08 [Retribusi

’ A
Retribusi Tempat Rek dan Olah Rage

10 [Retribusi Penyeberangan di air

11 [Retribusi Penjual

Produksi Usaha Daerah

= [STR[A [ R m e <&
SIS [=Ts === =TT

NN

pudy' S

127]...dst, Re Jasa Usaha Laknya/Ti
|

[Retcibuat Pesiz

Tertentu

P S———

T R AT -
GG

06 [ dst_(Retribual Pertziman Tertentu Ladnnys/ Tambahan)

I NIEYIEES)
e a[
BEE

Hasil Pengelolaan Keb

ysan Daersh yang Dip

Bagian Laba atas Penycrtaan Modal pada Badan Usaha Milik Derah (SUMD)

Bagian Laba slas Penyertsan Modal pads Badan Usehas Milik Negars (BUMN)

DR
EE S

WGl wlw

Bagian Laba atas Peny

hasn Swasts

Wodal peds P

Lain-lain

dap Asli Daerah yang Sah

Hasl Penj

Aset Daerah yang Tidak Dip

Jasa Gira

Pendapeian Bungs

Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Gant Rugi {TGR)

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisth Nilal Tukar Rupiah

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksansan Pekerjaan

Fendspatan Dends Pajak

Pend

T p Denda

Pendapalan Hasil Eksekust atas Jaminan

Pendapatan dari P bali:

Fasilitas Sosial dan Fasilitss Unwm

R E e e =T e = e =T

BRI

Pendapatun dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatthan

Talalalala e e & ale [a] 2 T=]ale
1

b—j- ot

P dati Ang;

/ Ciclian Penj
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LAH DASAR HUKUM
KODE URAIAN JUMLA DA & PERKADA
REKENING {NOMOR & TGLTER }
e
I
12:]_ [DANA PEIUMBANGE__________,______________________________»’__—-———
FRCET Dana Bagi Hasil R e o
sz ¥ |01 Bagi Hasil Pajak _______.__.————.——-_—————————————"——’__—'——_
(2 11 01|01 [Pajak Bumi dan -
[a [2 |1 01 02 {Bay W——/'—’J’—'—/—
13 [ [o1 (03 [Bay 'Hnurnkl’m‘hilﬂml’llﬂlﬁdlﬂ?ﬂﬂ”w"m" H S S
17 (61 {4 {Bagi Hlasil Cukai Hasil Tembal I ——
- -
Rz v |2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam .
|3 [T {02 {01 {Turan jzin Usaha Pemanfastan Hutan -
@ |2_{1__[02 [02 |Provisi Sumber Days Hutan
<2 1|02 [03 [Pertambangan Umuin fusan Tetap (Landrent) r
412 |1 o2 |04 iP t Umum Royald
@ |2 {1 [02 |05 |Peri -
4 12 |1 }02 [06F b Minyak Bumi
s 12 |1 |02 |07 [Pertamb Gas Bumi ]
CHENRE 52 |08 [Pertambangan Panas Bumi S—
a2 |2 Dana Alokasi Unum SISO
Wz 2 |o Dana Alokasi Umum
sz |3 Dana Alokast Khusus S
iz o o Dana Alokasi Khusus
4 [2 |3 |00 {01 [Pendidikan
|7 [3_ |01 [02 [Keseh
412 |3 o1 jos Infrastruktus Jalan
412 |3 |01 |04 [Infrastruktur Irigast
112 |3 |01 |05 |infrastruktur Air Minum
4 12 {3 [01 |06 |ink ktur Sanitasi
412 3 o [o7 )P L; hy _
12713 [01 |08 [Kelautan dan Perik
4 (2 [3 [01 109 |Pertanian
112 3 o1 |10 [Uingh Hidup
<2 [3_[01 31 [Keluarga Berencana
4 2 |3 |0 |12 {Keh —
4 [2_[3_{01 |13 [Sarana P Pedesaan .
4 [2 |37 [01 |14 [Perdagangan
+ 12 301 115 | _.dst. (Bidang Lainnya)
413 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
43 1 Pendapatan Hibah
413 1 |03 Pandapatan Hibeh dari Pemerintah
[3 [T {o1 |01 [Rupiah Mumi
4 (3 [1[01 [02 [Penerusan Lusr N
13 [ [on |03 [Penarusan Hibah Luar
43 1 [o2 {Pendap Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnys
43 1|8 Pendap ‘Fiibah dari Badan/ Lembega/Organises] swasta dalam regerl
1 [3 [ [04 T [Pendapatan Fibah dasi Kelompok Masyarskat/P _
413 11§05 Pend Hibah dari Luar Negerl
413 |2 Dana Darurat
i3 2 |0 Penanggulangan Korban/ Kerusal Akibal Bencana Alam
413 2 {02 Penanggulangan Korban/Ki kan Akibst Peristiwa Luar Biasa
42 Rehabilitasi dan Re} kat ktur Pasca Bencana Alam
413 |2 |04 Rehabilitasi dan R si 1 kiur Pasca Peristiwa Lusr Binsa
¢33 Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus
413 3 [0 Dana Penyunlhn R
113 [3_ |01 |01 [Dana Penyesuaian Infrastruktur Daer
4 [3 {3 [01 [02 [Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
4 {3 [3 [01 {03 [Tunjangan Profesi Guru PNSD
4 [3 [3 |01 [04 [Dana Insentif Daerah
4 {3 |3 |01 [05 ... dst. (Dana Penyesusian Lainnya)
403 LJW Dana Otonomi Khusus -
4 {3 {3 |07 [01 [Dana Otonomi Khusus -
<3 |3 |02 |02 [Kurang Bayasr Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur
4 |3 |3 102 |03 |... dst. (Dana Otonomi Khusus Lainnya) i
43[4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemnerintsh daerah Lainnya
413 4 01 Bantuan Keuangan dati Provinst
443 14 [02 Bantuan Keuangan dari Kabupaten T _
a3 [ Jos | |8 Keuangan dari Kota T
/ /0.

Sekretasis Daeral

iwd

{Nama Lengkap)




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...

APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PENDAPATAN BERDASAR RINCIAN OBJEK

TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)
DASAR HUKUM

KODE URAIAN JUMLAH |\ OMOR & TGL PERDA & PERKADA)
REKENING
4 PENDAPATAN DAERAH
41 Pendapatan Asli Daerah
410 Pajak Daerah
41111101 ] |Pajak Hotel ]
{irlifoz Pajak R
4171103 Pajak Hiburan
41111 104 Pajak Reklsme
4111105 Pajak P gan Jalan
44111106 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
41 [1[07] [Pajak Parkis —
4 (1(1(08 Pajak Air Tanah
401108 Pajak Sarang Burung Walet
4110 Pajak Bumi dan B Perd dan Perkot,
11 iin Bea Perolehan Hak nhsTlml\dln
4§12 Retribusi Daerah
41112(01 Retribusl Jasa Umuom
4 ]1 12 ]01 101 [Retribusi Pelayanan Keseh
4[1]2 [01 [02 [Retribusi Pelayanan F han/Kebersik
4]112101 |03 Rembusl Pcn“-ntinn BhynC:thnrh:Tandl. duduk dan Akta Catatan Sipl
41 (201 {04 i Pelay k dan Pengabuan Mayst
4 |1 12 [01 105 |Retribusi Pelayanan Pnldl di Tept Jalan Umum
4 [1]2 101 106 jRetribusi Pelayanan Pasar
1120]07Remb\uh gujian Kend B
4[1[2]o1 {08 ibusi Pemeril Alat Peoadam Kebak
4 (112 101 |09 |Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
411]2]01 110 |Retribusi Penyediasn dan/atau Penyedotan Kakus
4112 [01 |11 [Retribusi Pengolahan Limbah Cair
41112 |01 112 |Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4 (1201 (13 |Retribusi PelnynmnPcndldlhn
41112 103 |14 JRetribusi Pengendalian M Telel kaoi
4412101 |15 {.. dst. (Retribusi Jasa Umum Lainnys/Tambahan)
4 (1(2102 Retribusi Jasa Usaha
411 (2 {02 {01 |Retribusi P kalan Kaksy Daersh
4 {12102 |02 |Retribusi Pasar Grosir dan/atsu Pertokoan
412 [02 103 [Retribusi Tempat Pele!
4 (132102 |04 [Retribusi Terminal
4112102 |05 {Retribusi Tempat Khusus Parkir
4112 |02 J06 [Retribusi Tempat Penginap n/ Pesanggrahan/Villa
4 11 12 102 107 [Retribusi Rumah Potong Hewan
4 {1 [2 102 |08 [Retribusi Pelay Kepelabut
411 [2]o2 [o9 R:mbuslTempn" kreasi dan Olah Raga
4120z 1o Penyeberangan di air
4112f02 11 Rtmbuoll’enhnhn Produksi Usahs Dserah
41112102112 | dst. (Retribusi Jasa Usaha Lainnya/Tambahan)
441 (203 Retribusi Perizinan Tertentu
4 |1 12103 (01 [Retribusi Izin Mendirikan B g
417 12 103 §02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Mi Berakohol
4112 |03 |03 |Retribusi 1zin C-nﬁﬁu-n
4 (1|2 {03 |04 {Retribusi [zin Trayek
141112 [03 {05 |Retribusi [2in Usaha Perlkanan
411 (2103 106 {...dst. (Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya/ Tambahsn)
41|3 Hasil Pengeiolaan Kekaysan Daerah yang Dipisahk
|41 [3 Jor Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD
41302 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah/BUMN
1411 13 {03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada P hagn Swasta _
4]1]¢ " [Geinctain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pil 4101 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisah
4114402 Penerimaan Jasa Giro
4)114]03 Pendapatan Bunga
410404 Tuntutan Perbendaharaan
4111405 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4(1[4]06 Komisi, PolongandanSelIsﬂ\NllnTukarRupuh
41114107 | [Pendapatan Denda atay Kete Pelak Pekerja
4]1]4)08 | [Pendapatan Denda Pajak N J




MENTER]I KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM

RE:-((g:J)IiJC URAIAN JUMLAH (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
411409 Pendapatan Denda Retribusi

411 jal10 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jami —
4 f1ja1L Pendapatan darj Pengembali

4f1(4 (12 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

NNOIE Pendapatan dari Penyelenggsrasn Pendidikan dan Pelatihan

4[1[4]14] [Pendapatan dari Angsuran/Cicllan Penjual

4|2 Dana Perimbangan

4121 Bagi Hasil

4127101 Bagi Hasil Pajak

412 |1 [01 101 |Pajak Bumi dan Bangunan

41211 [01 |02 [Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21

4 [211]01 |03 |Bagi Hasil Pajak Fenghasilan Pasai 25 dan Pasal 23 WP OPDN

4 [2 11101 [04 |Bagi Hasil Cukai Hasil Tembak

Bagi Hasil Sumber Daya Alam

01 {Tursan lzin Usaha P faatan Hutan

02 [Provisi Sumber Days Hutan

03 {Dana Reboisasi

04 |Pestambangan Umum luran Tetap (Landrent)

Pertambangan Umum Royalti

Doril
F

Pertambangan Minyak Bam{

[T faTa]alafaTa] &

RIRTRNTRI R[N

T [ [ [S] = ]~

3|8|8|8|]|BIIR|R[S
5]

08 [Pertambangan Gas Bum!
09 [Pertambangan Panas Bumi

212 Dana Alokasi Umum —
4{212]01 Dans Alokasi Umum
4)213 Dana Alokasi Khusus
4]2 13101 |01 [Pendidikan
41213 101 (02 |Keseh
4 1213 101 103 |Infrastruktur Jalan
4213 |01 104 [Infrastruktur Irigasi
412 (3101 |05 {Infrastruktur Alr Minum
4 (213 {01 {06 [Infr: k Sani
41213101 107 P P, intah
41213 |01 108 !Kelautan dan Perikanan
4 213 |01 |09 |Pertanian
4 1213 |01 {10 |Lingkungan Hidup
4213 101 |11 |Keluarga Berencana
41213101 {12 [Keh .
4 (2 {3 [01 {13 {Sarana Prasarana Pedesaan
4123 101 14 [Perdagangan
4 [2(3 [01 {15 [_dst (Bidang Lainnya)
43 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
431 Pendapatan Hibah
41311 01 Pendap Hibah darj Pemerintah
4311 {01 101 |Rupiah Mumi
4 )3 {101 j02 |Penerusan Pinj Luar Negeri
431101103 [Penerusan Hibah Luar Negeri
4131(m Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lain
4[3j1(03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negerl
4131 fod Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ P g
14(3 i1 {05 Pendapatan Hibah darl Luar Negeri
41312 Dana Darurat
4132 |01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4]3(12]02 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat P Luar Biass
413]2j03 Rehabilitasi dan Rel ksl Infr ktur Pasca Bencana Alam
|413 |2 o4 Rehabilitasi dan Rek kai Infr ktur Pasca Peristiwa Luar Biasa
4{3(3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya
43 3 {01 |Dana Bagi Hasil Pajak datl Provirsl ]
43 (3 }01 {01 |Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajek Kend B
413 {3101 |02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Bea Balik Nama Kend B b
413 J3 01 103 |Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bahan Bakar Kend B
1413 13 |01 |04 |Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air P k
41313 01 105 {Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Rokok _ 7“:4
4 14|3 |07 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Pesnerintah Dacrah Lalanys _
113_3{ 01 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Dacrah Lainnya -

A1




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSY/XABUPATEN/KOTA ..
APBD/PERUBAHAN APSD/REALISASI APBD*
RINGKASAN SELANJA PER FUNGS!, URUSAN, ORGANISASL, DAN JENIS

TAHUN ANGGARAN ...

(dasem rupiah)

Fungsi

Urumn

Organisasi/s

o

VELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

Balscin pegawai

Belarys burgs

Balanje subsidi

Belars hamb

Jelanja bantuan
sondal

Belargs bagl basd

Prov/Kab/Kow
han|

beuangun ipd
Prov/Kab/Kow
dan Pemerinth

Selanis tidak
wrdugs

Sears pegawai

belanjs barang

j il
Pl Belanja modal

Pelayansn umum

Umum,
Kavangen Deamb, Perangiat]
ian dan

1t

dan
Perencanaan Pembs:

R Yy

Kamosan bangm dan Politk Dalam Negeri

N

EN AL G B

Yo o e

R e 2 b

o

T T8

I S T AR

Koporasi dan Umbs Kecl
Modat

Li hidup

Feratan lng

Hidup

| Pestanahan

Perumahan

Pekerjsan Umnum
Perumahan

Keschatan

Kesehatan

Kelusrgn Berancans dan Keluargs Sejahtara

Pariwisata dan budaya

Kebudaysan

Paniwisats

Agaea v v - B

=

e e SUC S & L)

2] P e n T et

X Tas 2W: 4 % S

rm«mmn

Pendidikan

Gan Ouh Fags

FPerpustakaan

dan Cammn Sipil

[

Perempuan

[Sesil

i

/ /20,
Sekretaris Daerah
ud

(Naza Lengiap)




MENTERI KEUANGAN

REPLBLIK INDONESIA

oDE DASAR HUKUM

K
REKENING URAIAN JUMLAH (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4{31a Dana Penyesuaian dan Otonomi Khesus
CYEXCRLE Dana Penyesuaian
4 [3 (4 [01 |01 [Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah
4|3 {4 {0 |02 {Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD e
413 |4 [01 |03 {Tunjangan Profesi Guru PNSD
4 {3 14 |01 |04 {Dana Insentif Daerah
4|3 {4 {01 {05 |... dst. (Dana Penyesuaian Lainnya) _
413 |4 (02 Dana Otonomi Khusus
413 [4[02 {01 {Dana Otonomi Khusus _
41314102 02 |Kurang Bayar Dana Tambahan O i Khusus Infr k
41314102103 {... dst. (Dana Otonomi Khusus Lainnya)
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
41315101 Bantuan Keuangan dari Provinsi
4{3]5)02 Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4)315 03 Bantuan Keuangan dari Kota

/ /20
Sekretaris Daerah
ttd

(Nama Lengkap)}



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
(dalam rupiah)

KODE
REKENING

URAIAN ' JUMLAH

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

SiLPA Tahun Sebelumnya

0

—

SILPA Tahun Sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

0

=

Pencairan Dana Cadangan
hl

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipi n

[y

=1

Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

01

Peneri Pinjam Daerah dari Pemerintah

02

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemda Lain

03

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Bank

04

Peneri Pinj Daerah dari LKBB

05

by ainashg

Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman

0

=

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Pemerintah

02

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Pemda Lain

03

Penerimaan Kembali Pinj Daerah kepada BUMD

-SSR RS RS R FN R PR I I RS P

Penerimaan Piutang Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

0

o=t

Pembentukan Dana Cadangan . .......

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

01

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

02

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

03

Perusahaan Swasta

Pembayaran Pokok Utang dan Obligasi Daerah

01

Pembayaran Pokok Utang kepada Pemerintah

02

Pembayaran Pokok Utang kepada Pemda Lain

03

Pembayaran Pokok Utang kepada Bank

04

Pembayaran Pokok Utang kepada LKBB

05

Pelunasan Obligasi Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah

01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah

02

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemda Lain

Ll S N E N (@3] AV ) OV ) OT] RJV] AT INGY Y Y RNCY [Py e

03

Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD

{0\10\0\e\oxo\mc\oxcwcr\cnommmmmmmmmmmmmommmmoxmmoxc\m
Rl AR ESI RS INSIRSIES IR SYNETR IR ) E N F Y P N O] FC] 5N} S A0y [y (P Y () Y UY JY GURS (Y (Y TS SRS RIS IO (FOY O

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

/ /20...
Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)




MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
"RINCIAN BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN ...
(dalam rupiah)

REKENING URALAN JoMLAL
5 BELANJA DAERAH
511 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5141 BELANJA PEGAWAI
S|1]1]01 Gaji dan Tunjangan _
5 [1[1 |01 |01 |Gaji
511 )1 {01 102 |Tunjangan
5]141]o2 Tambahan Penghasilan PNS
511]1}03 Belanja Lainnya

/ /20...

Sekretaris Daerah
ttd

(Nama Lengkap)




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
RINGKASAN REALISASI APBD SEMESTER [
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE

URAIAN Jumiah

-

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daersh.

Pajak Dacrah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekaysan Daerah yang Dipisahkan

P I
I I
I

Lain-lain Pendapatan As) Dacrah yang Sah

Dana Perimbangan

—

Dana Bagi Hasll Pajak/Bagi Hastl Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

(R r=y =y p)

Dana Alokasi Khusus

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sash

Hibah

Dana Darurat

Dana Bagi Hasll Pajak dari Provins! dan Pemda Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

AEEEREEINERE

MR
I

Lain-laln Pendspatan Daerah yang Sah

Jumiah Pendapatan

%)

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak |

kel 3

Belanja Pegawai

Belanfa Bunga

|Belanja Subsidi

Belanja Hibeh

Belanjs Bantusn Sosial

Belanjs Bagt Hasil kepada Prov./Kab./Kota dan Desa

Belanja Bantuan Keusngan kepada Prov./Kab./Kota dsn Desa

NEREBEENERE

TR R === ==
LRI IS

Belanja Tidak Terduga

Belanjs Langsung

Belanjs Pegawai

5

Belonja Barang dan Jass

NERLE
B

Belanjs Modal

Jumiah Belanja

Surplus / (Defisit)

PEMBIAYAAN DAERAH

Pencrimann Pemb Dacval

i
SILPA Tahun Anggaran Sebelumny

Pencairan Dana Cad

Hasil Penjualan Kekayasn Daerah yang Dipisaht

Peneri Pinjaman Daerah dan Obligasi Dacrah

Peneri Kembali Pemberian Pinjaman

CIeTeTe e e e T
=== =TE =
I3

Pencerimaan Plutang Deersh

Jumlah Penerimasan Pembiaysan

} Pemt Daersh

bl i)

b’ d
1

kan Dana Cad

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah _ .

NIRRT
L A -

Pembaysran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah

H (ﬂws&w.w

Jumlah Pengeluaran Pemblayaan

—

Pembiayaan Netto

[
o

SILPA Tahun Berkenaan

/ /20
Sekretaris Daerah
1td

{Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

DAFTAR PINJAMAN
TAHUN ANGGARAN ...
(dalam rupiah)
. Tujuan Kumulatif
Tahun Penarikan Sumber ) R T al Jatuh Tingkat Suku . i
No Pinjaman Pinjaman Pexttg.gux\aan Masa Pinjaman | Masa Tenggang an%fm ;: %u.nga Pagu Pinjaman Pe.mbazlaran Tunggakan | Saldo Pinjaman
Pinjaman Kewajiban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1
3 |
3
: |
5 I
/ /20...
Sekretaris Daerah
rd

(Nama Lengkap)




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINS!/ KABUPATEN /KOTA ...

NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 20X1 DAN 20X0

(datam rupish

UNALAN

0X1

20X0

ASET
ASET LANCAR
Koz di Kas Duerah
Kas
Kas di Bendahara Penerimaan

i Bendahara Pengeluaran

Investasi fangka Pendek

Pivtang Pajsk

Fiutang Refribusi

8agisn Lancar Pinjman kepada Perusahaan Negasa

Bagian Lancer Pinjaman kepads Ferusahaan Daersh

$agian Lancas Pisyaman kepads Pemerintah Fusat

Bagian Lancar Plajaman kepada Pemerintah Daccah Lavnya

Bagian Lancar Tagihan Penjustan Angruran

Bagien Lancas Tunhutan Perbendaharaan

Bagian lancar Tuntutan Cent Rugi

Piutang Lainnys

Pecsediann

INVESTASI JANGKA PANIANG

Invesasi Nonpermanen
Pinfscran Kepada Perusahaan Negars
Pinjaman Kepada Perusahssn Daccah
Pisjsman Kepads Pemerintah Daerah Latnnya
Investssi datam Sural Utang Negars
tnvestas! dalom Proyeh Pembangunan
Investasi Nonpermsnen Lainnye

Anvestasi Permanan
Penyettaan Madal Prmeriniah Daerah
Invesrasl Permanen Lainnys

ASET TETAF
Tarmh
Pecelztan dan Menn
Gedung dan Bangunan
Jatan, Irig.
Aset Tetap Lainnya
Konstrukst datm Pengedaan
Akumulasi Penyusutan

dan Jaringan

DANA CADANGAN
Oana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Penjuslan Angsuran
Tuntulan Perbendaharaan
Tuntutan Genti Rugi
Kemitraon dengan Pihak Ketigs
Aset Tak Berwujud
Asel Lain-laln

JUMLAH ASET

KEWAJMBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Uteng Perhitungan Fiah Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Usng Dalem Negeri - Pemeriniah Fusal

&agian Lancar Utang Dalaws Negeri - Pemesiniah Oserah Lainnya

Bagian Lancar Utang Oalem Negeri - Lembage Keusngan Bank

Bagian Lancsr thang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
gian Lancer Utang Dalem Neger| - Obligasi

Bagian Lancac Utang [angka Panjang Lainnya
Utang Jangka Pendek Lalnnya

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Femerinth Pusel
Utang Dala Negerl - Pemarintah Daerah Lainnys
Utang Dalam Negert - Lembags Keusngan Bank
Utang Dalam Negeri - Lembegs Keusrigan bukan Bank
Uang Dalam Negeci - Obligasi
Utang Jangka Fanjeng Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebib Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Cendapatan yang Ditangguhkan
Cadangan Piula,

Cadangan Persedisan

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Ulang fanghs Pendek
SKUITAS DANA INVESTAS!

Diinvestasikan dalim lnvestasi fangka Panjang

Diinvestasikan dalacn Aset Tetap
n dalam Aset Lainays

Daca yang Harus Disedishan untuk Pembayaraa Utang Jenghs Canjang
EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvesasikan dalam Dans Cadangan

- TUMLAH EKUITAS DANA

TUMLAH KEWAITBAN DAN EKUITAS DANA

i

i /.

Sehratarts Daorsh

ud

Nama 1 snshant
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
RINCIAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

TAHUN ANGGARAN ...
(dalam rupiah)

No Uraian Dipotong/Dipungut Disetor Selisih
Q) @ &) “ ©)=()-(4)
1 |Potongan PPh Pasal 21
2 {Potongan PPh Pasal 22
3 |Potongan PPh Pasal 23
4 |PPN
5 {Taperum
6 [Taspen
7 |Askes
8 ... dst

Jumlah

o / /20...
Sekretaris Daerah
ttd

{(Nama Lengkap)




MENTER KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN

TAHUN ANGGARAN ...

GOLONGAN/ RUANG

ESELON

NON ESELON

———

TENAGA FUNGSIONAL

v PENDIDIKAN | KESEHATAN

LAINNYA

|
Golongan IV/e

JUMLAH

| ]

Golongan 1V/d

Golongan [V/c

Golongan IV/b

Golongan [V/a

JUMLAH GOLONGAN IV

Golongan 1il/d

Golongan 1ll/¢c

Golongan 111/b

Golongan 111/a

JUMLAH GOLONGAN 11}

Golongan 11/d

Golongan 11/¢

Colongan 11/b

Golangan il/a

JUMLAH GOLONGAN 11

Galongan I/d

Golongan I/c

Colongan I/b

Golongan 1/a

JUMLAH COLONGAN [

TOTAL

A

/20...

Sekretaris Daerah

nd

(Nama Lengkap}

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



